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Menimbang : a.

Mengingat 't

b.

BI'PATI TA,IIAII LIIUT,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas dalam Fasilitasi Pembuatan l(artu Pegawai
(Karpeg), dipandang perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
[,aut tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi
Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat lI Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan lnmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
27561:

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun f999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Publik (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o9
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Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Berita Daera-h Kabupaten Tanah laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 la..nF nA

Diundangkan di Pel,aihari
pa.da tanggal
SEXR TAN,IS I'A"ERAH

AIIAII LI\UT,

BERITA DAERAH KABUPATENTANAH I,AUTTAHUN 2015 NOMOR Tl9

memerintahkan
penempatannya
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